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ABSTRAK. Permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah invidual yang tercatat hasil pendataan dari BPS dengan kenyataan di lapangan berbeda, kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu OPD dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun juga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di masing-masing daerah. Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diacu dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan oleh daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Edwards III dalam Putra (2001:9) menyebutkan bahwa: terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu: Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Bureaucratic structure (Struktur birokrasi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan alasan secara epistemologis pendekatan kualitatif ini relevan dengan karakteristik masalah spesifik yang diteliti (ontology), yaitu pengungkapan makna secara mendalam atas realitas fenomena sosial, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di  Kota Banjar diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar sudah baik namun belum optimal, ini ditunjukkan dengan terbitnya penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kota Banjar. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar adalah adanya kebijakan Penanganan kemiskinan (berbentuk peraturan daerah) dan frekuensi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan yang relatif tinggi. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar adalah tingkat  koordinasi antara OPD yang berkaitan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan belum optimal. Strategi yang perlu dilakukan untuk meng-optimalkan Implementasi Kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar antara lain: Strategi penanganan kemiskinan di Kota Banjar dilakukan dengan cara melakukan pengembangan pada unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokasi.
ABSTRACT. Problems with handling poverty in Banjar City include: first, the data on the number of poor people is inaccurate, where the individual data recorded from BPS with the reality on the ground is different, secondly, the program and activities in handling the problem of poverty in Banjar City are not synergistic between OPD and OPD others, and thirdly, handling poverty has not been a priority for treatment. Poverty reduction efforts are not only the responsibility of the central government but also the role of local governments is very influential in helping accelerate the decline in poverty levels. One way that can be done by local governments in supporting poverty reduction efforts is to place poverty as the main agenda of the policy. For this reason, it is necessary to form a more comprehensive poverty problem in each region. The formulation of the problem can then be referred to in the preparation of strategic policy documents in the regions, namely the Regional Poverty Reduction Strategy (SPKD). This SPKD is expected to be one of the right ways to carry out the role of regional poverty reduction. The theory used in this study is Edwards III in Putra (2001: 9) states that: there are four criteria that determine the success of public policy implementation, namely: Communication (Communication), Resources (Resources), Dispotions or attitudes (Attitudes) and Bureaucratic structure (bureaucratic structure).

This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method, with the reason that epistemologically this qualitative approach is relevant to the characteristics of the specific problem under study (ontology), namely the disclosure of meaning deeply to the reality of social phenomena, in this case the Implementation of Poverty Management Policy in Banjar City is expected to able to reveal and provide accurate information so that it greatly helps the process of interpretation of information and data obtained.

The results of this study indicate that: Implementation of Poverty Management policies in Banjar City is good but not optimal, this is indicated by the issuance of strategic policy documents in the regions, namely the Regional Poverty Reduction Strategy (SPKD). This SPKD is expected to be one of the right ways to carry out the role of poverty reduction by the Banjar City government. The supporting factor for the implementation of poverty handling policies in the city of Banjar is the existence of a policy of handling poverty (in the form of regional regulations) and the frequency of the implementation of relatively high poverty handling policies. Whereas the inhibiting factor for the implementation of the policy of handling poverty in Banjar City is the level of coordination between the DPOs that are related to the implementation of policies for handling poverty not yet optimal. Strategies that need to be done to optimize the Implementation of Policies for handling poverty in Banjar City include: The strategy for handling poverty in Banjar City is done by developing elements of communication, resources, dispositions or attitudes and structures of bureaucracy.
PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Tujuan akhir dari  legal policy di bidang ekonomi di atas sejalan dengan tujuan negara. Harold J. Laski, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan di masyarakat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.  Pemerintah, sebagai bagian dari organisasi negara, yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana juga dijadikan sebagai tuntutan masyarakat. diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai  dengan stabilitas ekonomi yang mantap.

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu : sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya. 

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah Indonesia. Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. 

Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat kecil antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha masyarakat kecil meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor usaha masyarakat kecil akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, pertama menyatakan bahwa pemerintah masih memerlukan upaya yang lebih optimal dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu pemerintah bertujuan menurunkan kemiskinan sampai pada angka 8,5-9,5% hingga tahun 2017 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kedua, bahwa Jumlah masyarakat miskin di Kota Banjar sampai dengan tahun 2017 terdapat pada angka 7 %, atau dibawah angka rata-rata kemiskinan tingkat nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di masing-masing daerah. Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diacu dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan oleh daerah. 

Sejalan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008, maka dapat dilihat bahwa SPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat proses penyusunan, dan substansi dari setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-SKPD, begitu juga dengan dokumen tahunan yakni RKPD dan Renja SKPD. 

Kota Banjar pada tahun 2016 tercatat sebanyak 12,740 jiwa angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang masih berada pada angka 14,700 jiwa. Dengan kata lain, Kota Banjar berhasil menurunkan 1.960  orang penduduk miskin dalam jangka waktu enam tahun terakhir, namun demikian permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah invidual yang tercatat hasil pendataan dari BPS dengan kenyataan di lapangan berbeda, kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu OPD dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan.
KAJIAN PUSTAKA
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitan yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari kualitas pelayanan publik secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini: 
1) Marliya (2013)

Marliya meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu. Penelitian ini  berawal dari fenomena kebijakan penanggulangan kemiskinan di Palu,  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Palu. Teori yang digunakan untuk mempelajari kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah teori kebijakan oleh Edward III. Aspek yang diteliti adalah komunikasi birokrasi, struktur, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini adalah desain kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, informant yang dipilih adalah pembuat kebijakan, implemeneters, dan penerima manfaat. Data Analisis dilakukan melalui reduksi data pengumpulan data, dan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan aspek komunikasi dari teori advanced oleh Edward III. Pada penanggulangan kemiskinan di palu belum berjalan dengan baik, sedangkan sumber daya aspek kebijakan implementasi berdasarkan hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang baik, kurangnya pengalaman pelaksana kebijakan, terutama bantuan program kepada masyarakat miskin dan tidak transparan  untuk bantuan yang diberikan.
2) Niken Larasati (2013)

Niken Larasati  meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang penting untuk diatasi dalam mewujudkan pembangunan di suatu negara. Kebijakan-kebijakan sebagai produk politik pun dibuat oleh para pemilik kekuasaan untuk mencapai derajat kesejahteraan yang optimal. Kota Malang sebagai kota dengan jumlah kemiskinan terendah di Jawa Timur telah memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan yakni Perwal : Nomor 28 Tahun 2014 Upaya dalam penanggulangan dan dukungan menjadi fokus penelitian dikarenakan dalam implementasinya masih terdapat permasalahan seperti jumlah anggaran dan SDM yang minim, kurangnya koordinasi antar pihak, serta adanya permasalahan masyarakat miskin yang masih sulit mengakes layanan. Untuk membahas permasalahan yang ada dalam implementasi penanggulangan kemiskinan ini maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang melihat berhasil atau tidaknya sebuah Implementasi dari 2 faktor yakni Content dan Context kebijakan itu sendiri. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan serta permasalahan yang ada di konteks implementasi tersebut. Adapun implementasi Perwal Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. 
1. Lingkup Administrasi Publik

Pengertian administrasi dikemukakan oleh Robbins dalam Sugandha (1995:6) yang mengatakan bahwa "Administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain". Pengertian tersebut secara umum menggambarkan bahwa administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama agar mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lain halnya dengan pengertian administrasi oleh Simon dalam Sugandha (1995:7) yang mengatakan bahwa "Dalam pengertian yang paling umum administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan".

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. 
2. Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para ahli, literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan definisi kebijakan secara luas, sebagaimana yang dikemukakan Dye dalam Wahab (2001:4) menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah". Menurut pengertian tersebut  kebijakan dapat dimaknai dua hal penting, yaitu pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tentunya  ada tujuan yang ingin dicapai karena kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi Kebijakan 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. 
Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, namun baru beberapa dasa warsa terakhir saja para ahli sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1975) lihat Abdul Wahab (1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). 
4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Tahapan dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik diantaranya: 

a. Van Meter dan Van Horn 

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2011, h.627), Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
1). Ukuran dan Tujuan Kebijaka;
2). Sumberdaya; 

3). Karakteristik Agen Pelaksana; 

4). Sikap/ Kecenderungan (Dispositon) para pelaksana; 

5). Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivoitas Pelaksana; 

6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik; 

7). Kaitan antara komponen-komponen model.
b. Model Mazmanian dan Sabatier
Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi, (a framework for implementation analysis). 

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 
c. Model Hogwood dan Gunn
Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 

2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. 

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. 

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. 

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. 

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. 

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. 

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yangbtepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. 

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. 

d. Model Grindle
Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). 

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 

2) Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 

3) Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 

4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 

5) Para pelaksana program (program implementators). 

6) Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: 

1) Kekuasaan (power). 

2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).

3) Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 

4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

e. Model Elmore, dkk
Model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’Porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). 

f. George C. Edward III 

Edward melihat bahwa implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang dinamis, terdapat banyak variabel yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Dimana variabel-variabel tersebut perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel yang ada terhadap implementasi. 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014;149) yaitu: 
1). Komunikasi 

2). Sumber daya 

3).  Disposisi atau sikap

4). Struktur Birokrasi.
Konsep Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial budaya dan politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. 

Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan. Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagai ketakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. 

Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. Asian Development Bank-ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin.

Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspek ketidakberdayaan (powerlessness) dan keterkucilan (isolation), kerentanan (vulnerability) dan keamanan (security) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990an konsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai  kesejahteraan (well-being) dan ketersisihan sosial (social exclusion). Oleh karenanya, untuk dapat memahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia. Sifat multidimensi dari kemiskinan inilah yang dicoba untuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan.
1) Kondisi Kemiskinan di Kota Banjar
Jumlah penduduk miskin Kota Banjar pada tahun 2016 tercatat sebanyak 12.740 jiwa angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yang masih berada pada angka 14.700  jiwa. Dengan kata lain, Kota Banjar berhasil menurunkan 1,96 ribu orang penduduk miskin dalam jangka waktu enam tahun terakhir.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kota Banjar adalah yang terendah dibandingkan dengan 26 kabupaten/ kota lain di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Kota Banjar hanya 0,30% dari total penduduk miskin di Jawa Barat.
METODA PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini, maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana persepsi atau pandangan aparat dan masyarakat terhadap Implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar. Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.
Argumentasi di atas, dikuatkan oleh pandangan Strauss and Carbin dalam Sukidin (2003:1) yang menandaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong, (1995:3) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

Tulisan  Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael  Hubermen  dalam Qualitative  Data Analysis, London: Sage Publications, 1994 juga buku dengan judul yang sama dengan tahun sebelumnya, diterjemahkan oleh Rohidi dan Tjejep Rohendo, Analisis Data Kualitatif (1992) yang sering kali dikutip oleh banyak peneliti sebagai pendekatan maupun sebagai strategi analisis data, merupakan analisis data terhadap kualitatif (bagian kuantitatif) di atas, baik itu dalam metrik maupun dalam situs yang dibuatkan, merupakan  analisis  deskriptif  terhadap  data  kualitatif  (bagian  kuantitatif), di mana analisis tersebut adalah yang penulis maksudkan dengan deskriptif-kualitatif, karena itu penulis menamakannya sebagai kuasi-kualitatif dan pengaruh cara pikir dan paradigma kuantitatifnya masih tetap ada. Miles dan Hubermen tidak salah dalam menulis karya mereka, namun karena pemahaman terhadap penelitian kualitatif kita yang belum sama, maka lahirlah sikap dan perlakuan kita yang salah kepada pendekatan kualitatif secara keseluruhan.

Metode Penelitian Deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskipsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Punaji (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Sukmadinata (2006), menyatakan bahwa  Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya

Penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan. Namun demikian, bukan berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis, ada juga penelitian deskriptif yang memakai hipotesisi. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah. 

Whintney (1960), menyatakan metode deskriptif merupakan proses pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk di dalamnya tentang hubungan, pandangan-pandangan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruhnya dari suatu fenomena tertentu. Dalam metode deskriptif, peneliti mungkin saja membandingkan suatu fenomena tertentu sehingga penelitian tersebut tergolong dalam suatu studi komparatif .

Penelitian deskriptif tidak hanya meliputi pada masalah pengumpulan dan penyusunan data sja, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif mungkin saja mengambil bentuk penelitian komparatif, yaitu merupakan suatu penelitian yang membandingkan satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lainnya, atau dalam bentuk studi kuantitatif dengan menetapkan standar, penilaian, mengadakan klasifikasi, dan hubungan kedudukan satu unsur dengan unsur yang lainnya. 

Ada kalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena - fenomena dengan menetapkan suatu setandar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif atau normative survey. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan atau status kejadian atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor  yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status atau status study.

Metode deskriptif juga berkehendak mempelajari setandar-setandar atau norma-norma, sehingga penelitian deskriptif ini dinamakan dengan survey normative. Dalam metode deskriptif bisa meneliti masalah normative secara bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat suatu perbandingan-perbandingan antar kejadian atau fenomena. Studi demikian ini dikenal secara umum sebagai studi atau  penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau pada penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang ini, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau oleh ingatan responden.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Menurut Edwards III dalam Putra (2001:9) menyebutkan bahwa, Terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu: Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Bureaucratic structure (Struktur birokrasi).

Berdasarkan pendapat di atas, agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan maka diperlukan kriteria-kriteria yang dalam penerapannya dapat berjalan secara simultan, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi, demikian pula hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan  di Kota Banjar, adalah sebagai berikut:
A. Komunikasi
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil teori di atas,  maka suatu kebijakan semakin sering di-komunikasikan, kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar akan semakin mudah untuk diimplementasikan dengan catatan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan norma dan kehendak dari berbagai lapisan masyarakat. 

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kota Banjar,  Kepala pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,  Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Kepala Dinas Sosial Kota  Banjar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Banjar dan Kepala pada Kecamatan Langensari menunjukkan bahwa semua responden yang diwawancara sepakat menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjar sudah melakukan  Penanganan kemiskinan di Kota Banjar dan  telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dimana pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait penanganan kemiskinan dan secara teknis telah mengakomodir beberapa program dan kegiatan untuk mencapai  tujuan utamanya untuk penanganan masalah kemiskinan. Ini dapat dilihat dari OPD-OPD teknis secara simultan melakukan program kerja yang berorientasi pada masalah penanganan kemiskinan. Misalnya pada Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh perkotaan dan program rumah sehat, termasuk sanitasi lingkungannya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung pengentasan masalah kumuh perkotaan melalui program persampahan, dan Lingkungan Hidup. Dinas Kesehatan memiliki program Kesehatan Lingkungan, Dinas Pendidikan memiliki program peningkatan sumberdaya yang ditujukkan ke masyarakat miskin perkotaan, Dinas Sosial memiiki program dan kegiatan Pengentasan kemiskinan melalui RASTRA, Kelompok Usaha Bersama (KUBE),  Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki program pemberdayaan perempuan melalui pengaarusutamaan pemberdayaan perempuan, dan Pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Banjar melalui Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar .
Secara teoritik Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. 
B. Sumberdaya
Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed “.
“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”.(Tachjan, 2006:135).
Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sumberdaya  merupakan salah satu informasi penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Hasil penelitian dalam dimensi sumberdaya menunjukkan adanya perbandingan antara  dengan instrumen penelitian yang berkaitan dengan Sumberdaya menunjukkan bahwa dukungan kombinasi sumberdaya yang cukup dalam setiap tahapan implementasi kebijakan akan menentukan berhasil atau sukses  tidaknya implementasi kebijakan tersebut, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya termasuk jumlah personel pelaksana implementasi kebijakan, fasilitas pendukung dan kewenangan pelaksana kegiatan terutama berkaitan dengan penanganan kemiskinan  di Kota Banjar sudah memadai dan mendukung  terlaksanannya implementasi kebijakan tersebut.
C. Disposisi Atau Sikap
Menurut Edward III dalam Wianrno, (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2)  Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
D. Struktur Birokrasi

Membahas  badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:
1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno,2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005:153-154):

”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan

Setelah diperoleh hasil penelitian dan pembahasan tentang Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar (Studi Kasus Kecamatan Langensari), selanjutnya dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut :

1. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program kebijakan penanganan kemiskinan, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran implementasi kebijakan.

2. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. 
3. Disamping itu kebijakan/  program Pemerintah Kota Banjar sudah memiliki produk hukum yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan di Kota Banjar yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota., Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan, Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
Saran

Setelah disimpulkan hasil penelitian ini, selanjutnya disampaikan saran-saran kepada obyek penelitian sebagai kontribusi hasil penelitian untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar, (Studi Kasus Kecamatan Langensari). Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Saran bagi Pengembangan Ilmu

a. Mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat, penggunaan perangkat dalam memonitor dan evaluasi kebijakan Penanganan Kemiskinan dalam dilakukan lebih praktis dan dinamis dengan bantuan teknologi system.

b. Bagi pengembangan akademik dan peningkatan ilmu pengetahuan, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peningkatan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dalam konteks lokus dan masalah yang berbeda, terutama faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar faktor yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan teori yang masih cukup relevan dan aktual, oleh karena itu disarankan kepada peneliti lain untuk menguji kembali hasil penelitian ini serta dapat mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan opotimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang.

2. Saran bagi  Kegunaan Praktis

a. Sehubungan Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan secara empiris telah memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap Pembangunan di Kota Banjar, maka dalam rangka Mengoptimalkan lagu Implementasi Kebijakan, peneliti menyarankan agar Kebijakan Penanganan kemiskinan ini mendapat perhatian, khususnya ditinjau dari dimensi komunikasi, Sumberdaya, Sikap atau disposisi dan struktur birokrsi agar implementasi kebijakan penataan ruang ini dapat meningkat.

b. Agar Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan  dapat berjalan secara optimal diupayakan agar pimpinan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan tersebut.

c. Diharapkan adanya sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan ini. Karena kerjasama antara pemerintah daerah masih sering terjadi misscomunicatio.
3. Saran bagi Kebijakan

a. Diharapkan Pemerintah Kota Banjar melaksanakan sosialisasi tentang penanganan kemiskinan yang lebih intens dengan dinas-dinas terkait.

b. Sinergi yang lebih intens antara dinas, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kemiskinan di Kota Banjar.
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